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Abstrak
Antimicrobial Stewardship Program (ASP) merupakan salah satu program yang direkomendasikan untuk 
meningkatkan ketepatan penggunaan antibiotik, khususnya pada setting rumah sakit. Keberhasilan implementasi 
program tersebut ditentukan oleh banyak faktor, antara lain komunikasi antartenaga kesehatan dan ketersediaan 
sumber daya manusia maupun sarana-prasarana. Sampai saat ini, bukti penelitian terkait implementasi ASP di 
Asia, khususnya di negara low- dan lower-middle-income economies, masih terbatas. Tujuan kajian sistematik 
ini adalah mengidentifikasi jenis strategi ASP yang diimplementasikan di berbagai negara Asia dengan berbagai 
income status, dan memberikan gambaran dampak dari implementasi ASP terhadap luaran klinis, mikrobiologis, 
dan finansial. Proses penelusuran pustaka dilakukan dengan menggunakan basis data PUBMED dan kata kunci 
“antimicrobial stewardship” dan “Asia” yang dikombinasikan dengan Boolean operator yaitu “AND”. Total 
terdapat 28 penelitian dari sembilan negara diikutsertakan dalam kajian akhir. Belum ditemukan bukti penelitian 
terpublikasi terkait ASP di Indonesia. Hanya terdapat satu penelitian berasal dari negara lower-middle-income 
economies dan penelitian tersebut dilakukan pada institusi kesehatan tersier. Sebagian besar penelitian, yakni 22, 
berasal dari negara high-middle-income economies, dan 18 dari antaranya dilakukan di rumah sakit tersier atau rumah 
sakit yang berafiliasi pada institusi pendidikan tinggi. Jenis intervensi ASP yang paling banyak diimplementasikan 
adalah audit peresepan antibiotik secara prospektif dan disertai dengan pemberian umpan balik, dan penerapannya 
terbukti dapat menghasilkan luaran yang positif baik secara klinis, mikrobiologis, maupun finansial. Dengan 
mempertimbangkan dampak positif tersebut, sangat diharapkan agar ASP dapat diimplementasikan pada institusi 
kesehatan di Indonesia dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan konteks budaya lokal. 
Kata kunci: Antibiotik, ketepatan penggunaan, program pengendalian resistensi, resistensi antibiotik

The Implementation of Antimicrobial Stewardship Program 
in Asian Region: A Systematic Review

Abstract 
Antimicrobial Stewardship Program (ASP) is one of the recommended programs to optimize the prudent use 
of antimicrobials, particularly in the hospital settings. The successful ASP implementation is determined by 
numerous factors, including communication among healthcare workers, and the availability of human resources 
and facilities. There is limited evidence available regarding the ASP implementation in Asia, particularly in the 
low- and lower-middle income countries. This systematic review aimed to identify the type of ASP interventions 
implemented in Asian countries according to the income status and to describe the impact of ASP implementation 
on the clinical, microbiological, and financial outcomes. The search strategy was undertaken using PUBMED, and 
the search terms were “antimicrobial stewardship” and “Asia” which were combined with the use of a Boolean 
operator “AND”. In total, 28 articles from nine countries were included in the final review. No article from 
Indonesia could be found in this systematic review. There was only an article from a lower-middle income country 
that was conducted in a tertiary health institution. Most of the articles (22 articles) were from high-middle income 
countries and 18 of them were conducted either in the tertiary care or university affiliated hospitals. Prospective 
audit with intervention and feedback was the most frequent ASP used in which positive outcomes on the clinical, 
microbiological, and financial outcomes have been evidenced. The positive impact of ASP implementation should 
suggest the needs to initiate the program in the healthcare facilities in Indonesia while taking into account the 
available resources and the local cultures.
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Pendahuluan

Ketepatan penggunaan antibiotik merupakan 
salah satu faktor penentu keberhasilan terapi 
antibiotik.1-5 Hasil dari sebuah meta-analisis 
menunjukkan fakta bahwa tingkat kematian 
pada pasien dengan infeksi parah yang 
mendapatkan terapi antibiotik secara tidak 
tepat (inappropriate antibiotics treatment), 
dapat berupa ketidaktepatan pemilihan jenis 
antibiotik, dosis, rute pemberian, atau waktu 
pemberian, lebih tinggi secara signifikan jika 
dibandingkan pasien dengan terapi antibiotik 
yang tepat.1 Penelitian lain dengan desain 
kohort membuktikan bahwa ketidaktepatan 
pemberian antibiotik ialah faktor independen 
dari keterulangan mengalami bakteremia 
(recurrent bacteremia) dengan nilai hazard 
ratio (HR) sebesar 1,25 (95% CI = 1,03–1,5).3 

Selain memengaruhi outcome klinis, 
ketidaktepatan penggunaan antibiotik juga 
menjadi faktor dominan penyebab terjadinya 
resistensi antibiotik. Holmes dkk. (2016) 
memaparkan terdapat sembilan faktor utama 
pendorong berkembangnya kasus resistensi; 
salah satu faktor yang paling dominan adalah 
penggunaan antibiotik yang tidak bertanggung 
jawab pada manusia, baik berupa praktik 
misuse maupun overuse antibiotik.6 Beberapa 
penelitian menunjukkan bukti banyaknya 
kasus misuse maupun overuse pada setting 
rumah sakit di berbagai negara, termasuk 
di Indonesia.7-13 Dengan demikian, strategi 
intervensi yang tepat perlu diupayakan untuk 
mengoptimalkan ketepatan penggunaan 
antibiotik di rumah sakit tanpa mengurangi 
kualitas layanan dan tanpa membahayakan 
keselamatan pasien.   

Antimicrobial Stewardship Program (ASP) 
merupakan suatu program yang ditujukan 
untuk mengoptimalkan ketepatan penggunaan 
antibiotik pada berbagai institusi pemberi 
layanan kesehatan. Salah satu kebutuhan 
utama dalam mengimplementasikan ASP 
yaitu keberadaan tim multiprofesi kesehatan 

(yakni dokter, apoteker, mikrobiologi klinis, 
dan praktisi pencegahan dan pengendalian 
infeksi).14–16 Keberadaan sebuah tim yang 
beranggotakan multiprofesi terbukti dapat 
mengoptimalkan upaya ketepatan penggunaan 
antibiotik di rumah sakit. Sebuah penelitian 
acak terkontrol telah menunjukkan bahwa 
pelaksanaan ASP yang dilakukan oleh tim 
multiprofesi kesehatan dapat memperpendek 
jarak waktu yang digunakan untuk memberikan 
terapi antibiotik yang tepat bagi pasien rawat 
inap di rumah sakit.17 Namun demikian, tim 
ASP tidak harus selalu beranggotakan seluruh 
profesi kesehatan secara lengkap sebagaimana 
yang direkomendasikan. Pemilihan anggota tim 
ASP dapat disesuaikan dengan ketersediaan 
tenaga kerja di setting setempat.

Komunikasi antartenaga kesehatan yang 
terjalin harmonis dan ketercukupan tenaga 
kesehatan, baik dari segi jumlah maupun 
kualitas, merupakan beberapa faktor penting 
penentu keberhasilan implementasi ASP.18 
Perlu dipahami bahwa menjalin komunikasi 
antartenaga kesehatan dengan profesi yang 
berbeda, khususnya pada negara di kawasan 
Asia, tidak mudah dilakukan karena beberapa 
tantangan, antara lain adanya ketidaksamaan 
kedudukan dalam melakukan komunikasi 
(inequalities in power relations) dan tingkat 
kepercayaan antartenaga kesehatan yang 
relatif rendah.19,20 Ketidaksamaan kedudukan 
dalam melakukan komunikasi yang dimaksud 
adalah persepsi tenaga kesehatan tertentu 
yang merasa tidak memiliki kekuatan untuk 
mengomunikasikan dan menegosiasikan 
rekomendasi pengobatan, termasuk dalam hal 
ini adalah antibiotik, kepada tenaga kesehatan 
lain yang dipersepsikan memiliki kedudukan 
yang lebih tinggi. Beberapa bukti penelitian 
mengindikasikan adanya ketidaksamaan 
kedudukan antartenaga kesehatan di kawasan 
Asia.21-24 Selain itu, dilaporkan pula bahwa 
jaminan akan ketercukupan sumber daya 
dalam bidang kesehatan seringkali menjadi 
permasalahan di berbagai institusi penyedia 
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layanan kesehatan pada negara-negara low- 
dan middle-income economies, termasuk di 
kawasan Asia.25 

Dengan mempertimbangkan tingginya 
tantangan komunikasi antartenaga kesehatan 
dan keterbatasan sumber daya di kawasan 
Asia, terdapat kekhawatiran bahwa ASP tidak 
dapat diimplementasikan secara optimal di 
kawasan Asia, khususnya di negara dengan 
low- dan middle-income economies. Sampai 
saat ini, belum banyak kajian yang ditujukan 
untuk menjawab kekhawatiran ini. Terdapat 
sebuah kajian sistematis dan meta-analisis dari 
beberapa penelitian terkait ASP pada setting 
rawat inap rumah sakit di kawasan Asia-
Pasifik yang dipublikasikan sampai dengan 
Maret 2016.26 Namun, kajian sistematis terkait 
implementasi ASP di Asia masih dirasa perlu 
untuk dilakukan dengan mempertimbangkan 
beberapa hal. Pertama, tidak terdapat update 
review terpublikasi mengenai implementasi 
ASP di regional tersebut dalam periode 
waktu antara tahun 2016 dan 2018. Sepanjang 
periode waktu tersebut, diperkirakan terdapat 
artikel terpublikasi yang dapat memperkaya 
pemahaman implementasi ASP khususnya di 
regional Asia. Kedua, sebanyak lebih kurang 
20% artikel dalam kajian sistematis tersebut 
berasal dari Australia yang merupakan salah 
satu negara pelopor implementasi ASP, dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa hasil dari 
kajian tersebut tidak murni mencerminkan 
implementasi ASP di Asia. Ketiga, informasi 
terkait apakah ASP dapat diimplementasikan 
di negara low- dan middle-income economies 
dikawasan Asia masih belum dapat terjawab 
dalam artikel tersebut. Tujuan dari kajian 
sistematis ini adalah untuk memberikan 
gambaran umum implementasi ASP pada 
setting rumah sakit di Asia yang dibedakan 
lebih lanjut berdasarkan income status suatu 
negara. Secara lebih spesifik, kajian sistematis 
ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan jenis 
intervensi ASP yang digunakan di berbagai 
negara Asia berdasarkan income status, 2) 

dampak dari implementasi dari ASP yang 
ditinjau dari luaran klinis, mikrobiologis, dan 
finansial. 

Metode

Penelusuran pustaka terpublikasi dilakukan 
oleh salah satu peneliti (ES) menggunakan 
basis data online PUBMED tanpa dilakukan 
pembatasan tipe penelitian maupun tahun 
publikasi. Kata kunci yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu “antimicrobial stewardship” 
dan “Asia” yang dikombinasikan dengan 
sebuah Boolean operator “AND”. Seluruh 
artikel terpublikasi sampai dengan tanggal 28 
Maret 2018 berpotensi untuk dilibatkan dalam 
kajian sistematis ini. Kriteria inklusi artikel 
penelitian adalah artikel yang: 1) institusi 
tempat pelaksanaan ASP berasal dari salah 
satu negara di Asia, 2) memberikan penjelasan 
terkait metode ASP yang diterapkan, dan 
3) memaparkan dampak dari implementasi 
ASP terhadap minimal satu aspek luaran 
berikut: profil penggunaan antibiotik, biaya 
penggunaan atau pengadaan antibiotik, aspek 
klinis pasien, maupun profil resistensi bakteri 
terhadap antibiotik tertentu. Penelitian dalam 
bentuk kajian artikel (review) atau meta-
analisis serta implementasi ASP pada setting 
di luar rumah sakit tidak dilibatkan dalam 
penelitian ini. Penelusuran pustaka yang 
digunakan sebagai referensi dalam artikel 
terpublikasi lain terkait ASP dilakukan dalam 
kajian sistematis ini sebagai upaya untuk 
memperoleh tambahan artikel literatur. Jika 
ditemukan lebih dari satu artikel penelitian 
yang dilakukan di sebuah institusi kesehatan 
yang sama, seluruh artikel penelitian akan 
diikutsertakan dalam kajian apabila terdapat 
modifikasi pelaksanaan intervensi ASP. 
Hanya penelitian yang dipublikasikan dalam 
bahasa Inggris yang diikutkan dalam kajian 
akhir. Seluruh artikel yang memenuhi kriteria 
inklusi, walaupun terbit lebih dari 10 tahun 
sejak dilakukannya kajian sistematis ini, tetap 



Jurnal Farmasi Klinik Indonesia		  Volume 8, Nomor 2, Juni 2019

144

digunakan dalam analisis demi mendapatkan 
gambaran yang komprehensif.

Data yang diekstraksi dari setiap artikel 
penelitian meliputi: 1) identitas artikel (nama 
jurnal, nama peneliti, dan tahun penelitian), 
2) setting tempat pelaksanaan penelitian 
(negara dan jenis institusi kesehatan), 3) jenis 
intervensi ASP yang diberlakukan, 4) dampak 
dari implementasi ASP (profil penggunaan 
antibiotik, biaya antibiotik, aspek klinis, dan 
profil resistensi). Jenis institusi kesehatan yang 
dimaksud dalam penelitian ini adalah institusi 
kesehatan sekunder dan tersier serta status 
afiliasi institusi, contohnya rumah sakit yang 
berafiliasi dengan institusi pendidikan tinggi 
(university affiliated hospitals). Identitas TI 
(tidak terdapat informasi) ditulis jika kategori 
institusi kesehatan tidak dinyatakan secara 
jelas di dalam artikel tersebut. Aspek klinis 
pasien yang dicatat meliputi lama tinggal di 
rumah sakit atau bangsal tertentu (misalnya 
intensive care unit/ICU), mortalitas, angka 
kejadian (dapat berupa insiden maupun 
prevalensi) keterulangan infeksi dan masuk 
rumah sakit kembali. Dalam kajian sistematis 
ini, klasifikasi yang dikeluarkan oleh World 
Bank digunakan untuk membedakan income 
status negara tempat penelitian dilakukan.27

Analisis di dalam kajian sistematis ini 
dilakukan secara deskriptif naratif. Diskusi 
antara tiga orang peneliti (ES, YIW, AP) 
dilakukan sebagai upaya untuk memaparkan 
temuan secara sistematis dan komprehensif. 
Peneliti lain (YN, DK, HS, MOS, MAA, JR) 
memberikan ulasan terkait relevansi hasil 
yang ditemukan dari kajian sistematis ini 
terhadap konteks rumah sakit di Indonesia.

Hasil

Jumlah artikel yang teridentifikasi pada saat 
proses penelusuran pustaka adalah 114 artikel, 
dan hanya sejumlah 2828–55 dari antaranya 
yang digunakan dalam kajian akhir (Gambar 
1). Artikel yang masuk dalam kajian akhir 

berasal dari sembilan negara yang berbeda. 
Data terkait asal negara tempat dilakukannya 
penelitian ASP berdasarkan income status 
dapat dilihat pada Tabel 1. Sebagian besar 
penelitian (n=21) dilakukan tidak pada bangsal 
perawatan khusus dan tujuh penelitian terkait 
implementasi ASP pada bangsal perawatan 
khusus, dengan rincian: empat dilakukan di 
ruang perawatan intensif (ICU),29,30,54,55 satu 
penelitian di bangsal hematologi-onkologi41 
dan dua penelitian di bangsal rawat inap 
anak45,50. Dari total 28 artikel penelitian, 
hanya terdapat satu penelitian yang secara 
khusus melihat implementasi dari ASP pada 
penggunaan obat golongan antifungal.32

Pada kajian sistematis ini, belum ditemukan 
adanya bukti penelitian terpublikasi terkait 
implementasi ASP di Indonesia. Terdapat 
beberapa kemungkinan yang dapat menjadi 
penyebab tidak ditemukannya penelitian 
terkait ASP di Indonesia. Pertama, tuntutan 
implementasi ASP yang relatif belum lama 
diberlakukan di Indonesia. Kementerian 
Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan 
peraturan terkait implementasi Program 
Pengendalian Resistensi Antibiotik (PPRA) 
di rumah sakit lebih kurang tiga tahun yang 
lalu.56 Selain itu, terhitung sejak tanggal 1 
Januari 2018, Komite Akreditasi Rumah 
Sakit menetapkan PPRA sebagai salah 
satu program wajib yang dilibatkan dalam 
komponen penilaian.57 Kedua, harus diakui 
penggunaan basis data PUBMED dalam 
proses penelusuran pustaka pada kajian 
ini juga dapat berkontribusi terhadap tidak 
ditemukannya artikel terkait ASP yang 
dipublikasikan dalam bahasa Indonesia dan/
atau yang diterbitkan pada jurnal dengan 
bahasa Indonesia. Namun demikian, tidak 
dapat diartikan bahwa proses penelusuran 
pustaka dalam kajian sistematis ini tidak 
komprehensif sebab PUBMED adalah salah 
satu basis data terbaik yang memuat artikel 
penelitian kesehatan yang berkualitas dari 
berbagai negara, termasuk Indonesia. 
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Jenis intervensi ASP di berbagai negara 
Asia berdasarkan income status

Pada dasarnya, terdapat dua jenis intervensi 
ASP yang direkomendasikan oleh the 
Infectious Diseases Society of America (IDSA) 
dan the Society for Healthcare Epidemiology 
of America (SHEA) sebagai intervensi ASP 
utama (core strategies), yaitu: 1) proses 

audit peresepan antibiotik yang dilakukan 
secara prospektif dan disertai dengan 
pemberian umpan balik (prospective audit 
with intervention and feedback), 2) restriksi 
jenis antibiotik yang dapat masuk dalam 
formularium rumah sakit dan kebutuhan 
adanya otorisasi penggunaan antibiotik jenis 
atau golongan tertentu sebelum meresepkan 
antibiotik (formulary restriction and pre-

Gambar 1 Alur Penelusuran dan Pemilihan Pustaka

114 artikel didapatkan dari 
penelusuran pustaka

38 artikel dianalisis lebih 
lanjut

76 artikel yang tidak relevan, dengan rincian sebagai berikut:
•Artikel terkait profil resistensi antibiotik secara umum dalam 
suatu kawasan (18), 
•Artikel terkait implementasi ASP pada hewan ternak (6), 
•Artikel terkait faktor risiko terjadinya resistensi (2), 
•Artikel terkait aspek molekular dari resistensi (7), 
•Artikel terkait diagnosis dan pengobatan infeksi (7), 
•Meta-analisis pada topik non-ASP (3), 
•Implementasi ASP pada setting non-Asia (2),
•Artikel terkait profil penggunaan antibiotik (20),
•Pedoman terapi atau konsensus terapi (7), 
•Artikel terkait persepsi peresepan antibiotik (1),
•Artikel terkait dampak dari sutau program infeksi kontrol (3).

26 artikel dianalisis lebih 
lanjut

12 artikel dikeluarkan dengan alasan:
•Kajian atau meta-analisis suatu program ASP (7)
•Implementasi ASP di komunitas (1)
•Studi kualitatif terkait persepsi implementasi ASP dari tenaga 
kesehatan atau mahasiswa (2)
•Survei pelaksanaan ASP secara nasional (2)

2 artikel tambahan dari hasil penelusuran referensi 

28 artikel masuk dalam analisis 
akhir
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authorization).58 Istilah dalam bahasa Inggris 
akan digunakan lebih lanjut dalam penulisan 
kajian sistematis ini. Kedua jenis intervensi 
tersebut direkomendasikan atas dasar bukti 
penelitian yang kuat terkait efektivitasnya 
dalam mencapai luaran klinis, mikrobiologis, 
dan finansial.58 Selain kedua jenis intervensi 
utama tersebut, terdapat jenis-jenis intervensi 
pendukung (supplementary strategies) yang 
dapat diimplementasikan bersama strategi 
utama untuk mengoptimalkan pencapaian 
luaran, antara lain: 1) pemberian edukasi, 
2) pembuatan pedoman terapi dan clinical 
pathways rumah sakit, 3) program rotasi 
penggunaan jenis atau golongan antibiotik, 4) 
pembuatan formulir permintaan antibiotik, 5) 
penggunaan antibiotik kombinasi, 6) praktik 
de-eskalasi, 7) optimasi dosis dari antibiotik 
dengan berdasar pada profil farmakokinetik-
farmakodinamiknya, serta 8) konversi 
penggunaan antibiotik dari rute pemberian 
parenteral ke oral.58 Sangat mungkin untuk 
mengimplementasikan lebih dari satu jenis 
intervensi utama bersama dengan lebih dari 
satu jenis intervensi pendukung dalam sebuah 
institusi kesehatan. 

Implementasi ASP di negara lower-middle 
-income economies
Tidak banyak ditemukan informasi terkait 
implementasi ASP di negara lower-middle 
-income economies di kawasan Asia. Sebuah 
artikel memaparkan implementasi ASP di 
sebuah pusat layanan kesehatan tersier di 
India.28 Jenis ASP yang diimplementasikan 

adalah prospective audit with intervention 
and feedback. Salah satu proses yang 
dilakukan sebelum implementasi intervensi 
tersebut adalah proses pengembangan sistem 
elektronik untuk mendokumentasikan dan 
menganalisis data.28

Implementasi ASP di negara upper-middle 
-income economies
Sebanyak lima artikel pada negara upper-
middle-income economies dilakukan pada pusat 
pemberian layanan kesehatan tersier. Formulary 
restriction and pre-auhorization digunakan 
sebagai strategi utama dalam tiga artikel;29,30,32 
sedangkan prospective audit with intervention 
and feedback yang dikombinasikan dengan 
pemberian edukasi terkait peresepan antibiotik 
diimplementasikan pada dua penelitian.31,55

Implementasi di negara high-income economies
Artikel terkait implementasi ASP terbanyak 
dijumpai pada negara high-income economies 
(n=22). Sebagian besar penelitian tersebut, 
yakni sebanyak 18 artikel (81,82%), dilakukan 
pada setting pusat layanan kesehatan tersier 
atau institusi kesehatan yang juga berafiliasi 
pada institusi pendidikan tinggi (university 
affiliated hospitals). Penggunaan prospective 
audit with intervention and feedback 
sebagai intervensi utama ASP dijumpai pada 
sebanyak 17 artikel (73,91%).34–49,52 Terdapat 
satu artikel yang memaparkan kombinasi 
dua intervensi utama yang secara bergantian 
diimplementasikan pada dua periode penelitian 
yang berbeda.50 

Tabel 1 Asal Negara Penelitian ASP di Asia
Low-income 
Economies

Lower-middle-income 
Economies (n)

Upper-middle-income 
Economies (n) High-income Economies (n)

NA India (n=1)28 Cina (n=3)29,30,55

Thailand (n=2)31,32
Taiwan (n=7)33–39

Singapura (n=6)40-45

Jepang (n=5)46–50

Hong Kong (n=2)52,53

Korea (n=1)54

Saudi Arabia (n=1)51

Keterangan: NA=not-available
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Pada kajian sistematis ini, jenis intervensi 
prospective audit with intervention and 
feedback diimplementasikan pada 20 dari 
total 28 artikel terkait ASP di kawasan Asia. 
Terdapat beberapa kemungkinan penyebab 
implementasi formulary restriction and pre-
auhorization tidak sebanyak prospective audit 
with intervention and feedback. Pertama, dari 
sudut pandang dokter, proses restriksi dapat 
dipersepsikan sebagai penghambat kebiasaan 
praktik yang selama ini telah dilakukan.59,60 
Selain itu, restriksi juga dapat dipersepsikan 
membatasi otonomi dokter dalam meresepkan 
antibiotik61 dan “merusak” hirarki konsultasi 
seperti yang selama ini dijalankan.60 Kedua, 
dilihat dari perspektif tenaga kesehatan lain, 
khususnya apoteker, proses restriksi dapat 
menempatkan mereka pada posisi yang tidak 
nyaman karena mereka dapat dipersepsikan 
sebagai “pengawas peresepan antibitoik” dan 
berpotensi menyebabkan tidak harmonisnya 
hubungan dengan tenaga kesehatan lain, 
khususnya dokter.62,63 Selain itu, sangat besar 
kemungkinan dijumpai pada berbagai setting 
pemberian layanan kesehatan bahwa apoteker 
berada pada posisi yang “tidak kuat” dalam 
melakukan negosisasi penggunaan antibiotik 
dengan dokter.64 

Dengan mempertimbangkan kemungkinan 
adanya tantangan terkait ketidaksamaan 
kedudukan dalam berkomunikasi (inequalities 
in power relations) antartenaga kesehatan di 
Indonesia sebagaimana juga ditemukan di 
negara Asia lainnya, jenis strategi prospective 
audit with intervention and feedback secara 
a priori memiliki potensi untuk diterapkan 
di Indonesia. Namun demikian, beberapa 
hal perlu disiapkan terlebih dahulu sebelum 
mengimplementasikan prospective audit 
with intervention and feedback di Indonesia. 
Hal pertama adalah kebutuhan akan adanya 
ketercukupan dari segi jumlah dan keahlian 
atau spesialisasi sumber daya manusia untuk 
melakukan proses audit peresepan antibiotik. 
Proses audit, pada umumnya, dilakukan oleh 

apoteker dan/atau dokter yang mempunyai 
spesialisasi terkait penyakit infeksi.34,35,39,40,42,46,49 
Hal lain yang perlu diantisipasi ialah kebutuhan 
akan sarana dan prasarana pendukung untuk 
melakukan proses audit secara lebih efektif dan 
objektif. Sarana dan prasarana yang dimaksud 
antara lain ketersediaan sistem komputer untuk 
mengakses data pasien secara akurat dan cepat, 
dan ketersediaan laboratorium mikrobiologi 
untuk mengidentifikasi patogen penyebab 
infeksi secara pasti.65 Namun demikian, kedua 
sarana dan prasarana tersebut nampaknya 
tidak selalu dimiliki oleh tiap-tiap institusi 
layanan kesehatan, termasuk di Indonesia. 
Walaupun pada beberapa institusi kesehatan 
tersedia fasilitas pemeriksaan, mahalnya 
harga pemeriksaan atau keterbatasan jumlah 
tenaga untuk melakukan pemeriksaan kultur 
dapat berkontribusi terhadap minimnya 
pemeriksaan kultur. Sebagai contoh, beberapa 
penelitian yang dilakukan di beberapa rumah 
sakit di kota Surabaya pada berbagai jenis 
bangsal rawat inap menunjukkan persentase 
pasien yang memiliki data kultur bakteri 
berkisar 2,36 sampai 16,47% dari total pasien 
atau rekam medis pasien yang diamati selama 
periode penelitian.11–13 Oleh karena itu, perlu 
dipikirkan jalan keluar untuk mengatasi 
kesenjangan tersebut sebagai upaya untuk 
mengoptimalkan implementasi ASP pada 
semua jenjang institusi layanan kesehatan di 
Indonesia. 

Terdapat beberapa bentuk pelaksanaan 
proses prospective audit with intervention 
and feedback yang dapat diterapkan untuk 
mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi 
proses audit. Pertama, implementasi sistem 
audit berjenjang sebagaimana yang diterapkan 
pada beberapa institusi kesehatan yakni proses 
audit awal yang dilakukan oleh apoteker 
untuk semua resep antibiotik dan pada kasus 
pengobatan yang lebih kompleks atau pada 
saat audit awal mendapat penolakan, proses 
audit dapat diajukan pada dokter atau tim 
ASP.40,42 Proses audit berjenjang tersebut 
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diharapkan dapat menghemat waktu yang 
harus diinvestasikan oleh dokter untuk 
melakukan kajian resep antibiotik dan lebih 
mengoptimalkan waktu yang dimiliki dokter 
untuk melakukan diagnosis pasien. Beberapa 
hasil penelitian, baik pada setting Asia maupun 
non-Asia, menunjukkan bahwa keterlibatan 
apoteker dalam memberikan saran dan 
masukan terkait penggunaan antibiotik telah 
terbukti dapat meningkatkan persentase 
ketepatan penggunaan antibiotik di rumah 
sakit.31,66 Namun demikian, perlu dipastikan 
dahulu ketercukupan jumlah apoteker sebelum 
memutuskan untuk mengimplementasikan 
sistem audit berjenjang. Kedua, proses audit 
sebaiknya difokuskan pada area yang lebih 
spesifik dan ditetapkan kriteria atau target 
yang terukur. Pemilihan area yang akan diaudit 
dapat disesuaikan dengan permasalahan yang 
terjadi pada masing-masing setting, seperti 
misalnya, penggunaan golongan atau jenis 
antibiotik tertentu yang terlalu banyak, 
adanya temuan peningkatan resistensi pada 
patogen tertentu, atau jenis infeksi yang paling 
banyak dijumpai dan ditangani di rumah sakit 
tersebut. Kriteria pelaksanaan audit beserta 
target yang hendak dicapai perlu disepakati 
sejak awal dan dikomunikasikan pada seluruh 
stakeholders terkait. Kesepakatan pemilihan 
kriteria pelaksanaan audit akan membantu 
meminimalkan terjadinya konflik antartenaga 
kesehatan pada saat proses audit dilakukan. 
Salah satu contoh dari kriteria yang dapat 
digunakan adalah penurunan penggunaan 
antibiotik kombinasi yang memiliki aktivitas 
terhadap patogen yang serupa. 

Jumlah artikel penelitian yang menggunakan 
prospective audit with intervention and feedback 
sebagai strategi utama implementasi ASP 
di kawasan Asia, termasuk di negara lower-
middle-income economies, lebih banyak (n=20) 
dibandingkan strategi formulary restriction 
and pre-auhorization. Namun demikian, hasil 
temuan tersebut tidak berarti bahwa jenis 
intervensi tersebut akan selalu berhasil 

diimplementasikan di berbagai macam setting 
institusi layanan kesehatan. Perlu diperhatikan 
bahwa sebagian besar penelitian, termasuk 
satu-satunya penelitian di negara lower-
middle-income economies, yang ditemukan 
pada kajian sistematis ini dilakukan pada 
setting institusi kesehatan tersier atau yang 
berafiliasi pada institusi pendidikan tinggi 
sehingga besar kemungkinan telah dilengkapi 
dengan sistem terkomputerisasi.28 Keberadaan 
fasilitas tersebut akan membantu efisiensi 
pelaksanaan proses audit. Pada kenyataannya, 
fasilitas tersebut kemungkinan tidak dimiliki 
oleh setiap institusi kesehatan, baik primer, 
sekunder, maupun tersier, khususnya di 
negara lower-middle-income economies. 
Oleh karena itu, pemilihan jenis strategi ASP 
yang sebaiknya diimplementasikan pada 
suatu institusi kesehatan perlu disesuaikan 
dengan ketersediaan sumber daya setempat. 
Bahkan, tidak menutup kemungkinan di dalam 
sebuah institusi kesehatan yang sama dapat 
dilakukan pelaksanaan ASP yang berbeda 
untuk bangsal rawat inap yang berbeda.

Dampak dari implementasi dari ASP terhadap 
luaran klinis pasien, mikrobiologis, dan biaya 
antibiotik
Implementasi ASP terbukti tidak menyebabkan 
perburukan luaran klinis pasien. Salah satu 
faktor yang seringkali menjadi penyebab 
dokter meresepkan antibiotik yaitu ketakutan 
dokter akan terjadinya perburukan kondisi 
pasien apabila antibiotik tidak diberikan.67 
Implementasi ASP sangat dikhawatirkan dapat 
menghambat atau menghalangi keleluasaan 
dokter dalam meresepkan antibiotik yang 
pada akhirnya berdampak pada perburukan 
kondisi pasien. Hasil kajian sistematis ini 
membuktikan bahwa implementasi ASP tidak 
menyebabkan adanya perpanjangan lama 
tinggal pasien di rumah sakit,42–45,47 peningkatan 
angka kematian di rumah sakit,31,38,42–45,53,50,54 
peningkatan angka masuk RS kembali,42,43  
dan peningkatan kebutuhan perawatan di 
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ICU.52 Tidak berdampaknya implementasi 
ASP terhadap perburukan luaran klinis pasien 
dapat diamati bukan hanya pada pasien rawat 
inap dengan kondisi yang relatif lebih stabil 
tetapi juga pada pasien kritis di ICU.29,30,54 
Informasi ini diharapkan dapat meningkatkan 
penerimaan dari tenaga kesehatan, khususnya 
dokter, terhadap dilakukannya implementasi 
ASP di lingkungan tempat kerja mereka.

Dampak positif lain dari implementasi 
ASP adalah penurunan temuan patogen 
resisten. Beberapa artikel penelitian dalam 
kajian sistematis ini menunjukkan adanya 
penurunan temuan beberapa patogen resisten 
setelah diimplementasikannya ASP, antara 
lain seperti methicillin-resistant Staphyloccus 
aureus (MRSA),33,35,47,48 carbapenem-resistant 
Acinetobacter baumanii34,35, extended 
spectrum beta-lactamase (ESBL)-producing 
Eschericia coli,35 ESBL-producing Klebsiella 
pneumoniae,35 dan multi-drug resistant 
(MDR)-Acinetobacter baumanii.51 Namun 
demikian, dalam kajian sistematis ini juga 
ditemukan bahwa beberapa jenis patogen 
resisten justru mengalami peningkatan pada 
periode setelah implementasi ASP.33,34 Hal ini 
dapat dipahami dengan mempertimbangkan 
bahwa beberapa mekanisme resistensi dapat 
berkembang dan disebarkan antarjenis 
patogen yang berbeda melalui plasmid.68,69 
Dengan kata lain, optimalisasi penggunaan 
antibiotik sebagai dampak dari implementasi 
ASP tidak serta merta menghilangkan patogen 
resisten yang telah ada sebelum program 
ASP diimplementasikan. Infection control 
melalui berbagai macam program, antara lain 
gerakan mencuci tangan, dekolonisasi kulit 
atau orofaring atau saluran cerna, merupakan 
sebuah intervensi yang tepat untuk mencegah 
perkembangan dan penyebaran resistensi 
termasuk yang dimediasi dengan plasmid.70,71 
Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil 
pencegahan perkembangan dan penyebaran 
patogen resisten yang optimal, implementasi 
ASP harus disertai dengan program infection 

control yang tepat. 
Dampak positif terakhir dari implementasi 

ASP ialah adanya penurunan biaya pengadaan 
(analisis dilakukan menggunakan perspektif 
rumah sakit) atau biaya penggunaan antibiotik 
(analisis dilakukan menggunakan perspektif 
pasien).35,38,42,44,45,47–52 Penurunan biaya tersebut 
dapat disebabkan oleh keberhasilan tim ASP 
dalam memberikan rekomendasi kepada 
dokter mengenai penghentian penggunaan  
antibiotik pada kasus yang tidak terbukti 
infeksi bakteri,43,45 memperpendek waktu 
penggunaan antibiotik,40,42,49 dan menurunkan 
jumlah penggunaan antibiotik kombinasi.28,29 
Meski demikian, perlu disampaikan bahwa 
rekomendasi perubahan atau penghentian 
terapi antibiotik tidak selalu diterima oleh 
dokter;43 besar persentase penerimaan dokter 
terhadap rekomendasi yang diberikan berkisar 
antara 52% sampai 74,5%.41,43,45 Kondisi klinis 
pasien yang belum membaik atau justru telah 
membaik setelah menggunakan antibiotik dan 
keyakinan pribadi terkait dampak positif dari 
penggunaan antibiotik yang, ironisnya, tidak 
ditunjang oleh bukti penelitian merupakan 
beberapa alasan dokter menolak rekomendasi 
yang diberikan oleh tim ASP.45 Kemungkinan 
adanya penolakan penting untuk diantisipasi 
oleh institusi pemberi layanan kesehatan, 
khususnya rumah sakit, yang hendak memulai 
mengimplementasikan ASP yakni dengan cara 
penetapan target atau indikator keberhasilan 
yang realistis. Apabila target atau indikator 
keberhasilan dicanangkan terlalu tinggi, besar 
kemungkinan akan terjadi konflik antartenaga 
kesehatan, khususnya pada awal implementasi 
ASP.

Hasil kajian sistematis ini menegaskan,  
terjadinya penurunan penggunaan antibiotik 
tidak berdampak pada perburukan kondisi 
klinis pasien dan terbukti dapat memberikan 
dampak yang positif terhadap pengendalian 
resistensi mikroba dan penurunan beban 
pembiayaan. Dengan mempertimbangkan 
beberapa manfaat tersebut, ASP seharusnya 
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sangat dapat diimplementasikan di Indonesia, 
secara khusus di era implementasi sistem 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Perlu 
diingat kembali bahwa implementasi ASP 
membutuhkan investasi sumber daya manusia 
dan sarana prasarana, antara lain teknologi 
informasi, fasilitas untuk melakukan kultur 
bakteri, kebijakan rumah sakit (termasuk 
tugas dan wewenang tim ASP), dokumen 
penunjang ASP (termasuk pedoman terapi 
atau clinical pathway lokal rumah sakit), dan 
tenaga kesehatan dengan kepakaran khusus 
di bidang infeksi.28,30,33–36,40,42,45,49,51 Investasi 
tersebut dapat dipersepsikan sebagai sebuah 
investasi yang mahal bagi beberapa institusi 
kesehatan. Namun demikian, sebuah artikel 
penelitian menunjukkan jika penghematan 
biaya terkait pengadaan antibiotik setelah 
implementasi ASP dapat digunakan untuk 
membiayai kebutuhan implementasi ASP.52 
Ketiadaan atau kekurangan komponen/hal 
yang diperlukan untuk menjalankan ASP 
diharapkan tidak menjadi penghalang untuk 
memulai implementasi ASP. Sebagai contoh, 
belum tersedianya dokter atau apoteker yang 
memiliki spesialisasi infeksi tidak menjadi 
penghambat keberhasilan implementasi ASP 
seperti yang telah dibuktikan pada beberapa 
artikel penelitian.66,72 Selain itu, kerjasama 
antarinstitusi dapat dilakukan untuk mengatasi 
keterbatasan dalam mengimplementasikan 
ASP, dan kerjasama tersebut tidak terbatas 
antarinstitusi kesehatan saja, tetapi juga dapat 
berupa kerjasama antara institusi kesehatan 
dan institusi pendidikan.73 Proses identifikasi 
bentuk dan teknis kerjasama antarinstitusi 
perlu dilakukan agar implementasi ASP dapat 
memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang 
terlibat dalam kerja sama.

Simpulan 

Antimicrobial Stewardship Program (ASP) 
sebagai sebuah program yang direkomendasikan 
dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan 

antibiotik yang bertanggung jawab dapat 
diimplementasikan secara efektif pada negara 
di kawasan Asia, termasuk negara lower-
middle-income economies. Prospective audit 
with intervention and feedback merupakan 
jenis intervensi ASP yang paling banyak 
diimplementasikan pada institusi kesehatan 
di Asia, terutama di institusi kesehatan tersier 
atau institusi kesehatan yang berafiliasi pada 
institusi pendidikan. Implementasi ASP terbukti 
tidak menyebabkan perburukan luaran klinis 
pasien dan dapat menurunkan temuan patogen 
resisten serta menurunkan biaya pengadaan 
antibiotik dalam suatu institusi kesehatan. 
Identifikasi bentuk implementasi ASP yang 
tepat untuk diimplementasikan sesuai dengan 
kontekstual budaya dan ketersediaan sumber 
daya lokal, khususnya pada setting institusi 
kesehatan sekunder dan primer atau institusi 
yang tidak berafiliasi pada institusi pendidikan, 
perlu dilakukan agar dapat mengoptimalkan 
keberhasilan implementasi program. 
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T a h u n 2010 t en tang Perubahan Atas P e r a t u r a n Pemer in tah 
Nomor 17 T a h u n 2010 t en tang Pengelolaan d a n 
Penyelenggaraan Pendid ikan (Lembaran Negara T a h u n 2010 
Nomor 112, T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 5157); 

4. Pera turan Pemer in tah Nomor 4 T a h u n 2014 t en tang 
Penyelenggaraan Pend id ikan d a n Pengelolaan Perguruan 
Tinggi (Lembaran Negara Repub l i k Indones ia T a h u n 2 0 1 4 , 
Nomor 16, T a m b a h a n Lembaran Negara R e p u b l i k Indonesia 
Nomor 5500); 
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5. Pera turan Presiden Nomor 47 T a h u n 2009 t en tang 
P e m b e n t u k a n d a n Organisas i Kemen te r ian Negara 
sebagaimana te lah beberapa k a l i d i u b a h t e r a k h i r dengan 
Pera turan Presiden Repub l i k Indones ia Nomor 13 T a h u n 
2 0 1 4 t e n t a n g Perubahan Ke l ima Atas Pera turan Presiden 
R e p u b l i k Indones ia Nomor 47 T a h u n 2009 t en tang 
P e m b e n t u k a n d a n Organisas i Kemen ter ian Negara; 

6. P e r a t u r a n Presiden Nomor 24 T a h u n 2010 t en tang 
K e d u d u k a n , Tugas, d a n Fungs i Kementer ian Negara serta 
S u s u n a n Organisas i , Tugas d a n F u n g s i Eselon I 
Kemen ter ian Negara sebagaimana te lah beberapa k a l i 
d i u b a h t e r a k h i r dengan Pera turan Presiden Nomor 14 
T a h u n 2014 t en tang Perubahan Ke l ima Atas Pera turan 
Presiden Nomor 24 T a h u n 2010 Ten tang K e d u d u k a n , 
Tugas, d a n Fungs i Kementer ian Negara Serta S u s u n a n 
Organisas i , Tugas, d a n Fungs i Eselon I Kementer ian 
Negara; 

7. K e p u t u s a n Presiden Nomor 84/P T a h u n 2009 mengenai 
P e m b e n t u k a n Kabine t Indones ia B e r s a t u I I sebagaimana 
t e lah beberapa k a l i d i u b a h , t e r a k h i r dengan K e p u t u s a n 
Presiden Nomor 54/P T a h u n 2014; 

8. P e r a t u r a n Men te r i Pend id ikan Nasional Nomor 22 
T a h u n 2 0 1 1 t en tang Terb i t an Berka la I l m i a h (Berita 
Negara Repub l i k Indonesia T a h u n 2 0 1 1 Nomor 328); 

9. Pera turan M e n t e r i Pend id ikan d a n Kebudayaan Nomor 1 
T a h u n 2012 t en tang Organisas i d a n Ta ta Kerja Kementer ian 
Pend id i kan d a n Kebudayaan sebagaimana t e lah beberapa 
k a l i d i u b a h t e r a k h i r dengan Pera turan M e n t e r i Pend id ikan 
d a n Kebudayaan Nomor 25 T a h u n 2014 t e n t a n g Perubahan 
Kedua Atas Pera turan Men te r i Pend id i kan d a n Kebudayaan 
Nomor 1 T a h u n 2012 t en tang Organisas i d a n Tata Kerja 
Kemen ter ian Pend id ikan d a n Kebudayaan (Berita Negara 
R e p u b l i k Indones ia T a h u n 2014 Nomor 459); 

MEMUTUSKAN: 

Mene tapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
TENTANG AKREDITASI TERBITAN BERKALA I L M I A H 
PERIODE I TAHUN 2 0 1 4 . 

KESATU : M e n e t a p k a n Akred i t a s i Te rb i t an Berka la I l m i a h Periode I 
T a h u n 2 0 1 4 sebagaimana t e r c a n t u m d a l a m L a m p i r a n yang 
m e r u p a k a n bagian yang t i d a k t e r p i s a h k a n d a r i K e p u t u s a n 
M e n t e r i i n i . 

KEDUA : A k r e d i t a s i t e r b i t a n berka la i l m i a h sebagaimana d i m a k s u d 
pada D i k t u m KESATU b e r l a k u selama 5 (lima) t a h u n sejak 
d i t e t a p k a n n y a K e p u t u s a n Menter i i n i , t e r m a s u k n o m o r t e r b i t a n 
y a n g d i a j u k a n d a l a m proses akred i tas i . 

: Setiap t e r b i t a n berka la i l m i a h d i w a j i b k a n m e n c a n t u m k a n masa 
b e r l a k u akred i ta s i dengan m e n u l i s k a n tanggal pene tapan d a n 
tanggal a k h i r masa b e r l a k u akred i tas i . 

: J i k a d i k e m u d i a n h a r i d i t e m u k a n d a t a yang t i d a k sesuai 
dengan fak ta , m a k a s ta tus akred i tas i t e r b i t a n berka la i l m i a h 
y a n g b e r s a n g k u t a n d i n y a t a k a n gugur . 

KETIGA 

KEEMPAT 



KELIMA K e p u t u s a n M e n t e r i i n i m u l a i b e r l a k u pada tanggal d i t e t a p k a n . 

D i t e t a p k a n d i J a k a r t a 
pada tanggal 3 J u l i 2 0 1 4 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
anb . 

SEKRETARIS J E N D E R A L 

TTD. 

AINUN N A I M 

NIP 1 9 6 0 1 2 0 4 1 9 8 6 0 1 1 0 0 1 

Sa l inan sesuai dengan as l inya . 
Kepala B iro H u k u m d a n Organisas i 
Kementer ian P e n d i d i k a n d a n Kebudayaan, 

A n i Nurdiarri~Azizah y 
NIP 1 9 5 8 1 2 0 1 1 9 8 6 0 3 2 0 0 1 
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